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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hakim  dalam  pemeriksaan  suatu  perkara  juga  memerlukan  adanya
pembuktian,  dimana hasil  dari  pembuktian itu  akan digunakan sebagai  bahan
pertimbangan  dalam  memutus  perkara.  Pembuktian  merupakan  tahap  yang
paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar
terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakimtidak dapat
menjatuhkan  suatu  putusan  sebelum  nyata  baginya  bahwa  peristiwa/fakta
tersebut benar-benar terjadi,  yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak
adanya hubungan hukum antara para pihak.1
Putusan  hakim  di  pengadilan  idealnya  mengandung  aspek  kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya, tidak mudah untuk
mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan
keadilan biasanya saling bertentangan.2
Pertimbangan hakim yang baik adalah pertimbangan yang disitu terdapat
tata hukum dan memperhatikan nilai keadilan. Keadilan adalah nilai hakiki yang
harus dimiliki  pada tata  hukum peradilan.  Keadilan adalah tujuan dari  segala
permohonan yang diajukan oleh para penggugat di Pengadilan. Mereka datang ke
Pengadilan  dengan  membawa  persengketaan  yang  dialami  hanya  untuk
1Mukti Arto.2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,
cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004. Hlm.140
2Fence M. Wantu.  Mewujudkan kepastian hukum  keadilan  dan
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diputuskan siapa yang hak dan bukan berhak atas persengketaan yang mereka
(para pihak) alami.3
Perkembangan  perekonomian  dunia  yang  begitu  cepat,menyebabkan
terjadinya  kompetisi  yang ketat  di  antara para pelaku pasardalam penyediaan
modal.Di satu sisi  peningkatanpelayanan jasa dalam kualitas dan kuantitas, yang
melahirkan berbagaiproduk pasar yang serba memudahkan konsumen,  di  sisi
yang lain  pasar  barang hasil  industri  semakin menyempit,  hal  ini  disebabkan
karena  daya  saing  semakin  ketat  antara  perusahaan-perusahaan  yang  sejenis,
sedangkan  daya  beli  masyarakat  secara  kontan  semakin  berkurang.  Untuk
menjaga kontinuitas hasil produksinya maka para pengusaha berusaha mencari
jalan keluar, yakni melalui lembaga sewa beli atau leasing.4
Leasing  adalah  perjanjian  yang  berkenaan  dengan  kegiatan  pembiayaan
dalam bentuk penyediaan barang oleh  lessor (pemberi sewa) untuk digunakan
atau  dimanfaatkan  oleh  lessee (penyewa)  dalam  jangka  waktu  tertentu
berdasarkan pembayaran secara berkala.  Dengan kata lain,  leasing hakikatnya
merupakan  perjanjian  sewa  menyewa,yang  manalessor (pemberi  sewa)
menyerahkan  barang  untuk  dimanfaatkan  oleh  lessee (penyewa).  Karena  itu,
leasing  juga  lazim  disebut  sebagai  perjanjian  sewa  guna  usaha  atau  sewa
pakai.Para  pihak  atau  subjek  dalam  perjanjian  leasing,  umumnya  antara
perusahaan dengan perusahaan, tetapi dalam perkembangannya juga bisa terjadi
antara  perusahaan  dengan  seseorang  sebagai  subyek  hukum  pribadi.Objek
leasing dapat  berupa  barang-barang  bergerak  seperti  kendaraan  bermotor,
maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, rumah, dan lain-lain.5
3 H.M  Agus  Santoso.Hukum,  Moral,  &  Keadilan,  Sebuah  Kajian
Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 91
4 Nur Widiatmo.  Kompilasi  Bidang Hukum tentang Leasing.  Badan
Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia RI. Jakarta 2011. hlm. 43
Jaminan  mempunyai  fungsi  yangsangat  penting  dalam  kegiatan
ekonomipada umumnya karena dalam pemberianpinjaman modal dari lembaga
keuangan(baik  Bank maupun bukan  Bank)mensyaratkan adanya suatu jaminan,
yangharus  dipenuhi  para  pencari  modal  apabila ia  ingin  mendapatkan
pinjaman/tambahan  modal berupa  kredit, baik  untuk  jangka  panjangmaupun
jangka  pendek.Bagi  pihak  Debitor, bentuk  jaminan  yang  baik  adalah  bentuk
jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan
bagi  kreditor  jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat  memberikan rasa
aman dan kepastian hukum, bahwa kredit yangdiberikan dapat diperoleh kembali
tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal  dalam sistem
hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan Fidusia.6
Demi kepentingan kreditor yang mengadakan perutangan, Undang-Undang
memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditor dan mengenai semua
harta  Debitor.  Adanya  jaminan  bagi  Debitor  tersebut  adalah  demi  keamanan
modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal, disinilah pentingnya lembaga
jaminan. Terbentuknya lembaga Fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada
kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa
benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya
dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan.7
5 Anuar  Syarifudin.  “Tindak  Pidana  dalam  Masa  Pembiayaan
Perjanjian Leasing ditinjau dari Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP
dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Fidusia  (Studi  Kasus  di  Wilayah  Polsekta  Pontianak  Selatan).”
Artikel terdapat  dalam.  www.google.com Diakses  2  Juli  2015
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6 Sri Ahyani. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Melalui Perjanjian
Jaminan Fidusia”artikel dalamJurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No.
01 Februari 2011. hlm. 12
7 Winda  Pebrianti.”Tinjauan  Hukum  atas  Eksekusi  Obyek  Jaminan
Fidusia Melalui  Parate Eksekusi  Apabila Obyek Jaminan Beralih
kepada  Pihak  Ketiga  atau  Musnah.  Supremasi  Hukum,”  artikel
dalam   jurnal  Supremasi  Hukum edisi  Nomor  1Vol.  21  ,  Januari
2012 ISSN 1693-766X.hlm 67
Di dalam praktik pada lembaga pembiayaan akan timbul masalah apabila
Debitor cidera janji dan obyek jaminan ada dalam penguasaan Debitor, karena
obyekjaminan  Fidusia  umumnya  benda  bergerak  sehingga  kondisi  seperti  ini
sangat  potensial  bagi  Debitor  untuk  menggelapkan  atau  mengalihkan  obyek
jaminan  Fidusia  tersebut.  Permasalahan  yang  timbul  dalam  mengeksekusi
jaminan Fidusia, seperti harta kekayaan Debitor sebagai jaminan Fidusia yang
akan dieksekusi tidak ada atau musnah.8
Leasing kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat sudah menjamur
ke seluruh pelosok kota, kabupaten maupun kecamatan, yang semakin memicu
minat masyarakat untuk mendapatkan barang secara mudah, cepat dan dengan
uang muka murah. Masyarakat yang sebenarnya belum mampu membeli suatu
barang karena pendapatan mereka masih rendah, menjadi tergiur untuk memiliki
barang dengan iming-iming harga murah dan fasilitas kredit yang mudah,tetapi
kemudian menimbulkan masalah  ketika sudah jatuh tempo pembayaran, karena
sebagai Debitor ternyata mereka mengingkari janji dalam membayar bunga dan
atau  kredit  induk  yang  telah  jatuh  tempo,  sehingga  terjadi  keterlambatan
pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, yang mendorong kreditor
terpaksa melakukan tindakan hukum melalui penagihan paksa (debt collector),
gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana berdasarkan Pasal 372 dan Pasal 378
KUHP.
Tidak sedikit lembaga pembiayaan atau  leasing  bekerjasama dengan debt
collector (DC), yang mana melalui DC tersebut  perusahaan  leasingmelakukan
perampasan barang. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk pencurian
dengan kekerasan (curas). Padahal jelas bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan
8 Winda Pebrianti. “Tinjauan Hukum Atas Eksekusi  Obyek Jaminan
Fidusia Melalui  Parate Eksekusi  apabila Obyek  Jaminan Beralih
Kepada  Pihak  Ketiga  atau  Musnah”,  Supremasi  Hukum,  edisi
Nomor 1Vol. 2 , Januari 2012 ISSN 1693-766X, hlm. 86
Menteri  Keuangan  nomor  130/PMK.010/2012  tentang  pendaftaran  jaminan
Fidusia  bagi  perusahaan  pembiayaan di  sebutkan  adanya  larangan  tegas  bagi
perusahaan  pembiayaan  melakukan  penarikan  benda  jaminan  Fidusia  berupa
kendaraan  bermotor  apabila  kantor  pendaftaran  Fidusia  belum  menerbitkan
sertifikat  jaminan  Fidusia  dan  menyerahkannya  kepada  perusahaan
pembiayaan.Jika  leasing  tetap mengambil  alih  kendaraan,  maka  perusahaan
pembiayaan akan dikenai sanksi sampai pembekuan dan pencabutan izin usaha.9 
Tidak  jarang  lembaga  pembiayaan  melakukan  pelanggaran  dalam
kaitannya dengan pemberian kredit dengan menggunakan Jaminan Fidusia dan
pelaksanaan eksekusinya pun cenderung tidak memberikan perlindungan hukum
dan kepastian hukum bagi pihak konsumen. Hal ini seperti yang terdapat dalam
Putusan Pengadilan Negeri  Surakarta  Nomor  :  105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
yang telah mengadili dan memutus perkara antara PT. Sinar Mas Multi Finance
dengan  Etik  Sri  Sulanjari  dengan  duduk  perkara,  Perjanjian  Pembiayaan
Konsumen  dan  Pemberian  Jaminan  secara  Kepercayaan  (Fidusia)  Nomor  :
911041101941  dilaksanakan  dengan  jaminan  Fidusia  berupa  sepeda  motor
Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik
Sri  Sulanjari  kemudian  telah  diterbitkan  Sertifikat  Fidusia  Nomor  :
W9.09872.AH.05.01.TH.2012, tertanggal 28 Maret 2012.
Bahwa pada angsuran ke-9 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2012,
Termohon  Keberatan  mengalami  keterlambatan  pembayaran.  Termohon
Keberatan  baru  membayar  angsuran  pada  tanggal  8  Pebruari  2012. Pada
angsuran  ke-10  (jatuh  tempo  tanggal  15  Pebruari  2012)  dan  angsuran  ke-11
(jatuh tempo tanggal 15 Maret 2012), Termohon Keberatan tidak melaksanakan
kewajibannya membayar angsuran utang pokok dan bunganya kepada Pemohon
keberatan. Bahwa  pada  tanggal  15  Maret  2012,  Pemohon  Keberatan  telah
9 LBH  Proklamasi.  “Debt  Collector  di  Mata
Hukum”.http://pelitaonline.com/opini/debt-collector-di-mata-
hukum/, Diakses Tanggal 20 April 2015 Jam 12.26 WIB
melakukan penagihan angsuran ke-10 dan ke-11 kepada Termohon Keberatan,
tetapi Termohon Keberatan tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Pada
tanggal 16 Maret 2012, Pemohon Keberatankembali melakukan penagihan, tetapi
Termohon  Keberatan  tetap  tidak  dapatmelaksanakan  kewajibannya  membayar
angsuran ke-10 dan ke-11, maka Staff PemohonKeberatan melakukan penyitaan
terhadap objek jaminan Fidusia berupa sepeda motorSuzuki Skydrive No Polisi
AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik SriSulanjari.
Atas  perkara  tersebut,  Etik  Sri  Sulanjari  selaku  Debitor  (  konsumen )
mengadukan permasalahan tersebut kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen) Kota Surakarta. Dalam hal ini BPSK Kota Surakarta memutuskan:
1. Mengabulkan permohonan pengadu (konsumen) untuk sebagian.
2. Menyatakan  bahwa  perjanjian  pembiayaan  Konsumen  dan  yang
pemberian  jaminan  secara  kepercayaan  nomor  :  911041101941,  yang
dibuat dan ditandatangani (disepakati bersama antara pengadu dan teradu)
pada tanggal 15 April 2011, dinyatakan batal demi hukum.
3. Membebankan kepada pengadu untuk mengembalikan uang lunas yang
pernah  diterimanya  sebesar  Rp.  2.322.000  setelah  dikurangi  angsuran
yang sudah dilaksanakannya.
4. Memerintahkan  kepada  Teradu  mengembalikan  kendaraan  bermotor
suzuki No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri
Sulanjari,  kepada  pengadu  dalam  keadaan  yang  sama  seperti  saat
penarikan.
5. Memerintahkan kepada Teradu menyerahkan  Buku Pemilik  Kendaraan
Bermotor  (BPKB),  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK),  atas
kendaraan  bermotor  Suzuki  Skydrive  No  Polisi  AD  2291  TU,  Warna
kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari, kepada Pengadu.
6. Membebankan kepada pihak Teradu untuk memberikan ganti rugi kepada
Pengadu atas penarikan kendaraan Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291
TU, Warna kuning metalic,  atas nama Etik Sri Sulanjari,  berupa biaya
transportasi sejak kendaraan ditarik maksimal 26 hari kerja dengan ganti
rugi per harinya Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah) atau sebesar Rp.
390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dapat dikurangkan
dari kewajiban Pengadu kepada Teradu.
7. Menolak permohonan Pengadu (konsumen) yang lain dan selebihnya.
Berdasarkan putusan BPSK tersebut maka pelaku usaha yaitu Sinar Mas
Multifinance mengajukan Gugatan pada  Pengadilan  Negeri  Surakarta.  Setelah
dilakukan proses persidangan, maka hakim memutuskan sebagai berikut:
1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan
(dahulu Teradu/Pelaku Usaha) tertanggal 22 Mei 2012;
2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota  Surakarta  Nomor  :  02-06/LS/IV/2012/BPSK.  Ska tanggal  8  Mei
2012;
3. Menghukum Pemohon Keberatan  (dahulu  Teradu/Pelaku  Usaha)  untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh
satu ribu rupiah);
Dalam  Putusan  PN  Surakarta  No.105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.SKA,
pembuktian  merupakan  hal  yang  terpenting  dalam  proses  persidangan.
Pembuktian  merupakan  masalah  yang  memegang  peranan  dalam  proses
pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian ini ditentukan nasib para
pihak baik konsumen maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, pertimbangan
hakim dalam memutus perkara perlu dianalisis sehingga prinsip keadilan dan
perlindungan hukum  bagi para pihak khususnya Debitor ( konsumen ) dapat
terpenuhi.
Adanya  leasing pada  satu  pihak mempunyai  manfaat  bagi  konsumen
karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat
terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis
kualitas  barang  dan  atau  jasa  sesuai  dengan  keinginan  dan  kemampuan
konsumen.  Disisi  lain,  kondisi  ini  mengakibatkan kedudukan pelaku usaha
dan Debitor ( konsumen ) menjadi tidak seimbang dan Debitor ( konsumen )
pada posisi yang lemah.Debitor (konsumen ) menjadi objek  aktivitas bisnis
untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.
Berdasarkan  paparan  tersebut  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk
melakukan penelitian berjudul,
“Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Sehubungan Dengan
Perampasan Benda Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan  (Analisis
Putusan PN SurakartaNo.105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.SKA)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  maka  perumusan  masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan PN
Surakarta No.105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.SKA telah  berpedoman  pada
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?
2. Apakah  pertimbangan hakim  dalam  Putusan  PN  Surakarta
No.105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.SKA telah adil bagi para pihak ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Debitor ( konsumen ) pada Putusan
PN Surakarta No.105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.SKA?
C. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :
1. Tujuan Umum
a. Untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  dasar  pertimbangan   hakim
dalam   memutus  perkara  pada  Putusan  PN  Surakarta
No.105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.SKA apakah   berpedoman  pada  Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
b. Untuk  mengetahui dan menganalisis apakah pertimbangan hakim  dalam
Putusan PN Surakarta  No.105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.SKA telah adil bagi
para pihak.
c. Untuk  menganalisis bentuk perlindungan hukum  Debitor  (  konsumen )
pada Putusan PN Surakarta No.105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.SKA.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk  menambah  pengetahuan  penulis  dalam  rangka  menyusun  tugas
akhir  sebagai  syarat  menyelesaikan  magister  kenotariatan  di  Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b. Untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis
yang diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  pemikiran
bagi  pengembangan  ilmu  hukum,  memberikan  pemahaman  kepada
masyarakat  serta  Debitor  (  Konsumen  )   yang  berkaitan  dengan
pentingnya pendaftaran Fidusia.
b. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  kepada
Debitor  (  Konsumen  )  tentang  perlindungan  hukum  serta  penerapan
Undang- Undang mengenai Debitor ( Konsumen ).
c. Hasil  penelitian ini  dapat menambah literatur serta informasi ilmiah di
bidang pengetahuan hukum yang telah ada sebelumnya.
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  jawaban  atas
permasalahanyang  di  teliti  penulis  yaitu“Perlindungan Hukum
TerhadapDebitor Sehubungan Dengan Perampasan Benda
JaminanFidusia  Oleh Perusahaan  Pembiayaan  (AnalisisPutusan  PN
Surakarta No.105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.SKA).”
b. Dengan  penulisan  Tesis  ini,  di  harapkan  dapat  meningkatkan  dan
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal
untuk terjun dalam masyarakat nantinya.
c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait
dengan permasalahan yang di teliti terutama mengenai Fidusia.
